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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

J oS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN

NCHOR 10 TAHUN 1995
. TENTANG '?

'

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA .RUMAH SAKIT UMM DAERAH

4

.Menlmbang”

" Menglngat

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN

I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ‘MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 PACITAN

a.

i

§
'

Bahwa . berdasarkan f Kepﬁtusan Menteri  Kesaehatan
Repubilk Indonesia Nomor : 009-J/MENKES/SK/11/1993

" tanggal 9 Januari 1993, kelae Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Daerah ;Tingkat II Pacitan, ditingkatkan
kelasnya darl kelaa D menjadi kelas C ;

Bahwa untuk melakaanakan maksud tersebut pada huruf a
Konaldaran - Menlmbang ‘'Inl, maka dipandang perlu
menetapkan Susunan- Organisasl dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
kelas C, dalam suatu Peraturan Daerah. : .
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-
rokok Pemerintahan dl Daerah' '

Undang - undang Nomor- 23 Tahun ‘1992 tentang
Kesehatan; ‘ o :

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentané

Penyerahan Sebaglan: Urusan Pemerlntah dalam Bldang

_ Kesehatan kepada daerah'

Peraturan Pemerlntah Nomor 45 tahun 1992 tentang

Otonoml Daerah Dengan Titlk Berat pada Daerah

Tingkat 11 ; ” e
Keputusan Mentori Kesehatan Noﬁor 2 933/MENKES/

- SK/11/1992 tentang Susunan Organisasl dan Tatakerja

Rumah Sakit Umum Daerah ;

”Keputusan Menteri Kesehatan Nomor' - 009 - J/MENKES/

SK s 1 s/ 1993 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas

- Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan milik Pemerintah

Daerah Tingkat 11 Kabupaten Pacitan ;

Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor: 22 Tahun 1994

tentang Pedoman Organisasl dan TatakerJa Rumah Sakit -

Umum Daerah.

i m e ———
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8. Keputusan Menterl Délém Negerl Nomor £4 Itahun 1993
-tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan. : .

Dengén persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Pacitan, - Lo .

1
]

|
o
MEMUTUSEKAN. |
MENETAPKAN : PERATURAN DAEﬁAﬁ 'KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN .

oo . B A B I . -
K ETENTUAN UHUM
Paaal b | .

Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dimaksud dengan':-
* a. Pemerlntah - Daerah, . ' adalah Pemerlntah Kabupaten
' Daerah Tingkat 11 Pacitan,

b. Kepala Daerah. adalah Eupéti Kepala Daerah
" Tingkat ‘11 Pacitan; ; : C
c.'DPRD "adalah Dewan Parwakllan Rékyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Pacitan H

d. Rumah Sakit Umum Daerah. selanjutnya disigkat RSUD
- adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah
_ Tingkat II Pacitan ' E

e. Dlrektur, adalah DirekﬁﬁrlRumah'Sakit Umum Daerah ;

f. Dlnas Kesehatan'Daerah: adalah Dinas Kesehatan Daerah
- Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan 3

g. Kepala Dlnas - Kesehaéan' adalah Kepala - Dinas
Kesehatan Daerah Kabupaten Dati Il Pacitan ;

. o C : :

h. Intalasi, "adalah ' fasllltas penyelenggaraan
pelayanan medis dan - keperawatan, . pelayanan
penuntang medls, kegiatan penelitian, pengembangan,
pendidlkan, pelatlhan dan pemeliharaan sarana RSUD ;

i. Pelayanan Medis Spealalistik_Dasar. adalah  pelayanan
medis - speslalistlk penyakit dalam, kebidanan dan
penylakit kandungan, bedah dan kesehatan anak ;

3. Para Medi=s Pungslonal, adalah paramedis perawatan dan
- non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam
Jabatan fungslonal ;' : .
"k. Tenaga Non Medis, ' adalah tenaga yang bertugas
dibldang pelayanan . khuaus dan tidak berkaitan
langsung dengan pelayaqan torhadap paslen.
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IR KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAl FUHGSI
Toore _ S Pasal 2 B
. = _' < ; %_§ IR }' - ; , - .
| (1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknls Dlnas_ Kesehatan
Daerah ; ot RS 5_ :

i

. I C _ . : ,

(2) RSUD diplmpin oleh seorang Kepala dengan . sebutan .
Dlrektur, -yang eecara teknls bertanggungdaw&b kepada

SR ] l Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan taktia operasionalg
R ' : ' kepada Kepala Daerah g L L Sy "
' SR 3:;\"J. _ - _ Pasal .3 _ : : S

RSUD dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah
- inl mempunyai ° tugas melakaanakan upaya - . kesehatan
" secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan
upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan.secara
serasl ' .dan “.terpadu dengan . upaya penlngkatan dan

. pencegahan serta melaksanakan upaya ruJukan. '

‘ ] -
I Lo A Lo L
-J. ,!.! k ) . . .
J i

o b T i Pasm
. 'Untuk menyelenggarakan tugaa sebagaimana dimaksud dalam?
_ pasal 3 Peraturan Daerah inl RSUD mempunyai fungsl T
' j-s A o
a. Penyelenggara pelayanan media _ o
' “b.'Penyelenggaras pelayanan penunjang madis dan' non -
- - media- L
S Oa Penyelenggara pelayanan dan asuhan keperawatan L.
" d. Penyelenggara. pelayanan rujukan ; . : -
e. Pengkorrdinaslan pendidikan dan: latlhan
f. Penyelenggara penelitian dan pengembangan 5
e. Penyelenggara\adminlstrqgi_umum dan keuangan:

LA

1 : : .
' BAB III .
SUSUNAN ORGANISASI - .
_ o Pasal 5 .
(1) Susunan organlsaai RSUD'terdlri dari
. R
a.Dlrektur ;g_; S RN
..,b. Seksi Keperawatan‘ e
c. Sekai Pelayanan ; |. % Sroe : o
" d. Sub Baglan Kesekretarlatan dan Rakam Medis.
S . " a,.Sub Baglan Keuangan dan Program R
4 " . f, Instalasii . :
R - g. Komite Medis dan Staf Medls Pungsional o

3 _ I (2) Seksi dan Sub Baglan maslng*maaing dlplmpln oleh

A ., :.seorang . Kepala Seksi 'dan Kepala. Sub Bagian yang _
' o Co "~ berada. dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada--
Dlrektur o :?'-Hih,. . ;

f

it
o
— 'I SP— -

. B lPasal 10 - i - R

- AV .

' (1) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud d&lam pasal 5
. ayat (1) “huruf c¢ Peraturan Daerah ini mempunyai
o tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan
. medis ‘dan penunjang: medis, melakukan pemantauan .dan
--- - pengawasan - - penggunaan - fasilitas serta  keglatan

* pelayanan “medis dan penunjang medis, melakukan

. bengawasan dan pengendallan _ penerimaan " ‘dan .
"3-pemulangan paslen ;if;-_& o o

L (2) Untuk menyelenggarakan tugaa dimaksud pada ayat Ty
C \,-ini Seksi Pelayanan mempunyai fungal I : T

o -é. Mengkoordinasikan i-semua kebutuhan pelayananf“
'medis dan . penunjang media H :
et T e Ty Melaksanakan : pemantauan:- 'terhadap pelayanan-
e e e : . media dan penunjang media P ' B '
c.:Melaksanakan bengawasan terhadap penggunaan
.. fasllitas Rumah Sakit dalam kegiatan pelayanan
' medls dan penunjang madia ;~-- : '
”T*:d,;Melaksanakan : pengawasan serta 'pehgendallan""
R A penerimaan serta pemulangan paslen.' ' S
Pasal 11 ;
N IR U | E
(1) Seksi Pelayanan, membawahl :jj;
" a. Sub Seksi Pelayanan I s
~ b. Sub Seksi Pelayanan II ; _ o
‘5_ (2)*Sub Seksi ~ Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal
7 ind masing - maaing . dipimpin oleh seorang kepala Sub
. Seksi yang berada  dibawah . dan bertanggungjawab 0
“u;_langsung kepada Kepala Seksi Pelayanan.
=f;§5:j Pasal 12
 '(1)”Sﬁb " Geksi Pelayanan : I -;.mémpunyai": tugas
R mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis
- dan penunjang medis dan melakukan pemantauan s
'5'(2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas melakukan )
.~ pengawasan penggunaan fasllitas kegiatan 'penerimaan o
serta pemulangan paslen._ﬁ - Lo o

- (1) Sub Baglan Kesekretarlatan dan ©  Rekam Medis
. dimaksud dalam pasal § ayat (1) huruf d Peraturan’
- Daerah inl mempunyai tugas meliputl ketatauvaahaan, ;
. kepegawalan, kerumahtanggaan, perlengkapan,. rekam
- - medis, laporgn, hukum, perpustakaan, publikasi dan_

”'Informasl R
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(2) Untuk manyelenggarakan tugaa'dimakaud'pada ayat (1)

pasal inl, Sub Baglan Keuangan dan Program mempunyai

o fungai f oo ;

k]

T a. Pengumpulan bahan ﬁenyuaunan program 3
- b. Pengumpulan bahan  penyusunan, perubahan daa

perhitungan anggaran pendapatan dan belanJa -

o, Pengelcla admlnlatraal keuangan ;

d. Penguii kebenaran penaglhan dan penertlban
. Surat Porintah Membayar Uang ( SPHU ). '

o e. Pemeriksa keuangan dan memblna perbendaharaan {
RS % Pengumpul bahan penyusunan pedoman dan petunduk '

.teknlas pembinaan admlniatrasl keuangan ;

“.g; Pemboathneraca dan perhitungan rugl laba.

(1)

Paaal 17
Sub Baglan Keuangan dan Program, membawahl &

a. Uruaan Penyuaunan Program'

- “b.- Urusan Akuntansl ; :

(2)

c. Urusan Verifikaai's

. d. Urusan Perbendsharaan ;

Uruaah—oruaaﬁ..dimaﬁaﬁd fpada: ayat (1):'paaa1 ‘1h1
masing - masing dlplmpln oleh seocrang Kepala Urusan

. yang berada dibawah dan bertanggunglawab langsung

(1)

kepada Kepala Sub.Baglan Keuangan dan Program.

Paaal 18

: - _ Co

Urusan - Penyuaunan ‘ Program mempunyal  tugas
mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan
‘anggaran . pendapatan . dan belanja, menyusun
petunjuk teknls pelaksanaan anggaran pendapatan

- . dan . - belanja ‘aerta | - mengatur . pengalckaalan .

dana ; ' : - - . : o

" (2)

Urusan Admlnistrasl mempunyal. tugas mengumpulkan
bahan - bahan buktl : penerimaan dan pengeluaran

untuk dilaksanakan pembukuan secara siatematia = dan
kronologia aerta menylapkan bahan penyusunan

- perhitungan anggaran ;j

. (3)

- realiaaai anggaran ;

(1)

Urusan Verifikasi ' mempunyai tugaa melakukan
pemeriksaan, penelitian dan evaluaal terhadap

Uruaan Perbendaharaan mempunyai tugaa mengurusg

. pencairan anggaran, tata pembukuan dan menguli

kabenaran = setiap | permlntaan pembayaran. = serta

. menyusun perhitungan dan laporan keuangan.

C (1)

i
P -
Paaal 19
. : b S ) -
Instalazsi =ebagaimana dimaksud dalam pasal 5§ ayat
(1) huruf £ Peraturan Daerah 1inl mempunyal tugas

menyelenggarakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam paaal 1 huruf f Peraturan Daarah 1n1 - -



(2)

'
d
H

[P

H
-
e H

;
t
i
A

Instalasi dlplmpln oleh seorang Kepala dalam Jabatan -
Non Struktural yang berada dibawah dan bertanggung-

'; Jawab langsung kepada Direktur?

oy

-1
? PaSAI '20

Instalaal dimaksud dalam pasal 19 ayat (15 Peraturan

- Daerah ini, terdiri darl H

o a.llnstalasi Rawat Jalan

. - b. Instalasl Rawat Inap ;

¢. Inastalasi Bedah Sentral

- d. Instalasi Gawat Darurat

e. Instalaal Laboratorlum Klinik ;

- -f. Instalasi Radiologi ; -
- . 8. Instalasi Rehabilltaai Medis ;

@)

h. Instalasi Farmasi ; -
i. Instala=i Glzi ;|

T J. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;

| . .
Perubahan Jumlah dan Jenis Instalasi sebagaimana

- -dimaksud ayat (1), pasal ini ditetapkan . oleh

. Direktur  sesual dengan peraturan perundang-

" undangan yang berlaku.

BTeY

Pdsal.-zl

Instalasi Rawat Jalan hempunyai . tugaa melaksanakan 7
. dilagnosa, : pengobatan perawatan dan - rehabilltaal,

* pencegahan dan penlngkatan kesehatan penderlta

(2

rawat Jalan H

]
. ‘.

Instalasi Rawat Inap mempunyai ‘tugaa melaksanakan.
diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasl,

. . pencegahan‘: aklbat ! : penyakit - dan - penlngkatan
e kesehatan penderlta rawat inap ; '

(3

Instalasi Badah Sentral mempunyai tugas melaksanakan

- diagnosa, . pengobatan/tindakan medis, perawatan,

rehabilitasl dan | pencegahan akibat o penyakit

.- penderlta badah (- operasl ) ;

)y

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan
diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan aklbat

- penyakit dan obsarvasi sarta pertolongan pertama

(5)
(6)

A7)

;‘ penyakit ;

pada penderlta gawat darurat :

. ! - .
Instalasi Laboratorium ' Klinik mempunyal tugaa .
melaksanakan keglatan pemeriksaan dibidang
Laboratorlum untuk keperluan diagnosa dan Xeglatan
tranfusi darah serta pengurusan Jenazah ;
Instalasi Radiologi hempunyai' tugas melaksanakan 'f
pelayanan radiologl ; yang meliputl diagnosa,
pengobatan, - perawatan dan pencegahan aklbat
_ - P K . ' s
Instalasi Rehablilitasl |Medis mempunyal tugan
melaksanakan pelayanan rehabilitasl medls yvang

..x_meliputl . pelayanan : fisloterapl,  alat pembantu. -
- buatan dan latlhan kerja serta perawatan ; :

e ;
! !
L
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(8) Inatalaal Par@ésl, ﬁehpunyai tugas :

' Poov _ .
.a. Melaksanakan . -penyediaan dan = pengelolaan,
' pPenerangan, pendidlkan dan penelitian obat gas
medis dan bahan kimia ;
I..

b Penyediaan dan pengelolaan alat kedokteran, alat

L perawatan dan: kesehatan ; '

. ; E )

- (9) Inatalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengolahan, penyaluran makanan dan penyaluran gizl ;

-(10) Inatalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit mempunyai
- tugaa melaksanakan ;:g _ . . .

a.'Pemeliharaan bangunan 1nata1asi ‘alr minum, - air
panaa, ~listrik,! gaa teknis  serta - pembuangan
aampah dan calran buangan 5 . o

b. Pemeliharaan peralatan listrlk dan elektromedik ;

S - Penyediaan air mlnum (air bersih),_air panas, gaa
T teknls dan listrik" - . ,
l

- d. Penyucihamaan alat kedokteran dan alat kesehatan..
. 1 :
,_;.F i { Paaal 22
Dalam mélékaanakah 'tugaanya " Instalasi  aébaga1mana
_ dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini
dibantu oleh tenaga paramedis Iungslonal dan tenaga non
. media e . 1,!_ Coe

© Pasal 23

(1) 'Dalam - melaksanakan = tugasnya - tenaga para medls
‘fungslonal’ dimaksud'dalam pasal 22 Peraturan Daerah
inl berada dibawah ‘dan bertanggung Jawab langasung
kepada Kepala Inatalasi 5

(2) Penempatan para: medis perawatan dilaksanakan oleh
. Kepala Seksi Perawatan atas usul Kepala Sub
Seksi/Sub Baglan torkalt 3 ' :

(3)'Penempatan ‘para medio non perawatan dilaksanakan
"~ oleh Direktur atas usul Kepala Seksi/Kepala. Sub
- Baglan terkait. - TN R : _ . _ :

| Pasal 24

-(i) Dalam melaksanakan’ tugaanya tenaga non medls di-
. maksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini berada

dibawah dan bartanggung Jjawab langsung kepada Kepala -

 Instalasi dan secara fungslonal bertanggung Jawab
‘_kepada Kepala Sub Bagian terkait ;

..(2) Penempatan tenaga ?non " medis dilaksanakan oleh
- Direktur 'atas usul Kepala Seksi/Kepala Sub Baglan
terkait. =~ = .~ -
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Paaal 25

\ o ;

(1) Komite Media dan Staf Media Fungslonal aébagaiména
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g, Peraturan
Daerah inl adalah : | | : :

a.

Komite Medls :.

1)

- 2)

3)

4)

5)

6)

ot

: '*_5. _ .
Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang
‘keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis

Fungslonal ; .
Do

Komite Medis berada dibawah dan bértanggung

Jawab langaung kepada Dlrektur ;

Komite Medls mempunyai tugas membantu Direktur

_penyusun atandar pelayanan dan . membantu

prelaksanaan serta melaksanakan pembinaan etika
profesl,. mengatur kewenangan profeal anggota
Staf Mediz Fungslonal  serta © mengembangkan
program pelayanan, pendidlkan dan pelatlhan
aerta penelitian dan pengembangan

Dalam _melaksanakan - tugasnnya Komite Media
dapat dibantu ' oleh Panltla yang anggotanya
terdiri dari Staf Medis Fungslonal dan tenaga
profeni lainnya aecara ex-officio 3

Panltla dlmaksud pada ayat (1) pasal inl
adalah Kelompok kerda khusus didalam EKomite
Media  yang dibentuk untuk mengatasl masalah

kKhusus ; A , -

Pembentulkan Panltia ditetapkan cleh Direktur.

Staf Media Fungslonal : .

1)

2)

3)

4)

5)

Staf MedialFunghlbnal, adalah kelombok dokter
yvang bekerja dl Instalaal dalam Jjabatan
fungaional ; Lo R . '

Staf Medls Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan dlangnoae, pengobatan, pencegahan
aklbat penyakit,  penlngkatan dan pelatlhan
serta penelitian dan pengembangan 3

Dalam melakaanakan tugas Staf Medls Fungaional
dikelompokkan sesual dengan keahliannya ;

C
Kelompok dlplmpln oleh seorang Ketua yang
dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa

_bakti tertentu ;o

Ketua Kelompok ﬁléngkat ocleh Direktur.
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(@)
(3)
(4

(5)

7" 'BAB IV

T ATA KERJA
: Pasul - 26

Dalam melausanakan tugaunya setiap pimpinan satuan
organlaasl dilinglzungna RSUD wajlb nienerapkan
prlnsipy koordinasi, integrasl, dan sinkronlsasl,
balk dalam llngkungan masing - maalng maupun dengan
Instanai lain diluar RSUD sesual dengan' tugasnya
maaing - maaing K Lo : - P
Setiap pimpinan satuan organlsasl dalam llngkungan
RSUD wuJib mengawasi bawahannya masing-masing dan
blla terJjadi penylmpangan agar mengambll langkah~-
langkah yang diperlukan sesual dengan peraturan -

perundang - undangan yang berlaku H

Setiap pimpinan satuan organiaasl dilingkungan RSUD

bertangepung Jawab memimpln ‘dan mengkoordinasikan
bawahan masing - masing dan meémberikan  petunjuk
bagi pelaksanaan tugau bawahan . ; :

Setiap pimpinah satuan organisasl ‘wajib 'menglkufi

‘dan mematuhl petunjuk Jan bertanggungjawab kepada

atasan masing - masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya '

i T .
Setiap laporan yang dlterlma oleh pimpinan satuan
organisasl darli bawahan wajlb dloclah dan dl-
pergunqkan sebagal bahan penyusunan laporan leblh

- lanjut dan untuk memberikan petunduk-;etunduk kepada

(6)

bawahan H .
1

Dalaim menyampaikah ilﬁpbran kepada atasan masing-

. masing, tambusan laporan wajlb disampaikan pula

(7)

(8)

- kepada kepala =satuan organisasi lain yang secara
I;fungsional mempunyail hubungan kerJja ; :

Dalam mwlaksanakan tugasnya, setlap pimpinan  satuan
organisas]l ' dibantu ' ocleh kepala satuan organisasl

‘dlbawahnya dan dalam rangka pemberlan blmbingan dan

pemblinaan kepada bawahan maging~-masing wajlb
mengaJakan rapat berkala s :

RSUD' mempunyai hubungan dengan Kantor Wilayah

. Departemen Kesehatan @ Propinsl Jawa Timur / Dinas

(1)

. Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan

(2)

kesehatan Daerah Proplnsl Daerahhi Tingkat 1 Jawa
Tismur, Kantor Departemen Kesehatan/Dlnas Kesehatan
Daerah smesual dengan tugas dan fungslnya berdasarkan
peraturan perundang - undangan yvang berlaku.

'BAB V Sl
PENGANGKATAH DAN  PEMBERHENTIAN L
' . Pasal 27

'

Dlrektur dlangkat ' dan diberhéntlkan oleh"

Daerah astelah mendengar pertlmbangan Kepala
Kantor Departemen Kesehatan dan setelah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah ; ' -

] $
Kepala Seksi/Sub Baglan dlangkat dan diberhentlkan
oleh Kepala Daerah atas usul 'Direktur setelah

. mendapat pgrsetuduan_dari Gubernur Kepgla Daerah ;

i
1 '
1

L
[
1 1
i [
r
L
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| (3) Kepala Sub Seksi dén;Kepala' Urusan dlangkat dan-:

diberhentlkan oleh'Eepala Daerah atas usul Direktur.

Pasal 27 .
Jehjang Jabatan dan . kepangakatan serta ausaunan

"kepegawajan pada RSUD dlatur -seaual dangan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
' 1

B'A'B VI

KETENTUAN PERALINAN DAN PENUTUP

Pasgl 28

Dengan 'berlakunya Peraturan DAerah Ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun
1935 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagj.

Paéal 29 -

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini.
sepanjang mengenail pelaksanaannya akan dlatur lebih
lanjut oleh Kepala Daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. '

Pasal 30

Peraturan Daerah - ind ?mﬁlai berlaku pada. tanggal
diundangkan. . =

. Agar eetiap orahg mengetéhﬁlnya memrintahkan pengundang-

nan. Peraturan Daerah inl'dengan menempatkannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

iDitetapkan di : PACITAN
.,Pada Tanggal : 15 - 2 -« 1995
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' TENTANG i .

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMOM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 PACITAN

PENJELASAN UMUM I i

Repellfa VI Daerah Kabupateﬁ Daerah Tingkat 11 Pacitan,
menegaskan bahwa pembangunan kesehatan merupakan baglan terpadu
darl pembangunan aumberdaya manusla untuk mencapal tujuan

Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP 1I), yaltu mewujudkan bangsa
yang maju dan mandirl serta sejahtera lahlr dan batin.
S } i

Ditegaskan ' pula, bahwa salah satu clri bangsa yang maju
adalah bangsa yang mempunyal derajat kesehatan yang tlnggl.
Sehingga akan mewujudkan kualltas manusla vang aehat, cerdaa dan
produktlf. - -~ _ : S :

©

SeJalan' dengén brﬁgrém ‘pembangunan dibldang kesehatﬁn"

dimaksud, Pemerlntah Daeralh berupaya untuk meningkatkan pelayanan

" kemsehatan dengan menalkan kelas RSUD- dari kelaa D menjadl kelas C. -

Untuk itu Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Pacitan malaluil Gubernur

' Kepala Daerah Tingkatl Jawa Timur, telah mengajukan permchonan

kepada pejabata yang berwenang dangan suratnya berturut-turut
tanggal - 25 Jull 1991 Nomor : 445/370/418.40/1991, tanggal 30

. September 1991 Nomor : 445/634/418.40/1991 dan tanggal 25 Nopember

II.

1991 HNomor 445/646/418. 40/1991, perihal Penlngkatan Klaaiflkasi .
RSUD Kabupaten Daerah "Tingkat II Pacitan dari Kelas D menjadi
Kelas C. '

.. Permohonan Bupati Kepala Daerah di makaud pada tanggal 9
Juli ' 1993 telah mendapat persetujuan darl Menteri Kesehatan

- yang dituangkan dalam Keputusan o Menteri Kesehatan_ Nomor

OOQ—J/MenkeB/SK/I/IQQS

Dengan diperolehnya persetuduan kenalkan Klas RSUD darl
Klas D menjadi Klas C dimaksud maka RSUD Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Pacitan yang dibentuk dengan Peraturan Darah Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Pacitan Nomor 3 tahun 1905 perlu dl cabut untuk
ditetapkan kemball dalam Peraturan Daerah disesualkan dengan
bentuk ausunan organizasi RSUD Klas C mebagaimana dlatur dalam
Keputusan  Menteri Kesehatan ' Nomor 983/Menkea/SK/11,/1992
tentang Susunan Organisas]l dan Tata Kerja- R5UD dan . Keputusan
Menteri Dalam Negri Nomor - 22 tahun 1994 tentang Pedoman

IOrganisasi dan TataKerJa Rumah Sakit Daerah.

Al

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

.- Pamal 1 - ' Cukup Jelaa

Pa=al 2 ' : ' : Selaku unit pelaksana teknls Dinas Kese
. . -hatan Daerah maka maka secara tehnls
Direktur HSU bertanggung = Jawab kepada

'kepala Dinas Kesehatan Daerah. Namun

: aecara takls Direktur bertanggung Jawab

" kepada Kepala Daerah. °
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Pamal 3

Pasal 4 s/d 19

Pasal 20 ayat (1)

ayat (2)

Pasal 21 s/d 31
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RSUD disamplng melayanlpaslen umum Jjuga

‘melayanl: -paslen rujukan eedang bagi
-paslen yang dalam menggunakan Jasa Askea

Indonesia harus membawa =urat rujukai
dari Puskesmas. '

Cukup délaé. '

Cukup delaé.

" Agar terdapat - flekslbilltas  dalam
. pelakanaan Peraturan Daerah inl Dlrektur

dlberi . wewenang untuk = mengadakan
perubahan ! terhadap Jumlah dan Jenis

" Instalasi prosedur perubahan Instalasi

dimaksud ' harus tetap berpedoman pada

Peraturan Eerundang—undangan yangberlaku.

Cukup delaé.




